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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengaturan pengedaran minuman beralkohol merupakan tuntutan yang sangat
penting dalam ketertiban di masyarakat. Bahaya mengonsumsi minuman beralkohol
akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi para pengonsumsinya.
Penyal ahgunaan minuman beralkohol saat ini merupakan permasalahan yang cukup
berkembang di masyarakat yang menunjukkan kecenderungan dari tahun ke tahun
dan akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan remaja, perkelahian,
perbuatan asusila dan maraknya premanisme di kalangan masyarakat. Pentingnya
pengaturan minuman beralkohol dalam bentuk Undang-undang Nasional atau
Peraturan Daerah Provins Kota/Kabupaten dirasakan sangat mendesak, mengingat
bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan
yang harus diwujudkan sesuai dengan pancasiladan UUD 19451

Pengedaran minuman beralkohol golongan A, B dan C tidak boleh diedarkan
sembarangan oleh seseorang dan atau badan hukum di tempat-tempat umum seperti
dekat sekolah dan tempat-tempat umum lainnya agar minuman ini tidak dibeli dan
disalah gunakan oleh anak sekolah dan pengemudi yang hendak melakukan

perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud minuman

! Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.



beralkohol golangan A yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol 1 sampai
5%, minuman beralkohol golongan B yaitu minuman yang mengandung ethanol 5
sampai  20%, dan minuman beralkohol golongan C yaitu minuman yang
mengandung ethanol 20 sampai 55%.2 Dalam pasal 283 Undang-undang Nomor 23
Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa jika
pengendara mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan
melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan
gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, maka dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.750 ribu rupiah.® Selain
membahayakan kesehatan dan lingkungan sekitar mengemudi dalam keadaan
mabuk juga dapat mengakibatkan kecelakaan dan menyebabkan kerusakan pada
barang publik.

Penjualan minuman beralkohol di kota Tangerang belum dapat dikendalikan
dengan baik, padahal didalam perda Kota tangerang nomor 7 tahun 2005 telah
diatur terkait dengan penjualannya, bahwa.dalam perdatersebut dijelaskan siapapun
dilarang menjadi penjual minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat,
terkecuali di Hotel berbintang 3, 4 dan 5, Restaurant dengan tanda talam kencana,
talam seloka, dan tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan
keputusan/peraturan Walikota. Namun di wilayah Kota Tangerang masih sgja ada

yang menjual minuman keras ini baik di pedagang jamu, toko kelontongan maupun

2 Peraturan daerah tentang pengaturan pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol ,
Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 .
% Undang-undang No. 23 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.



di tempat |ainnya sehingga minuman beralkohol ini cukup mudah untuk didapatkan.
Selain itu minuman yang mengandung ethanol ini dapat disalah gunakan oleh
konsumennya, padahal pada hakikatnya minuman yang mengandung ethanol ini
haram untuk diminum karena efeknya yang sangat berbahaya, terkecuali boleh di
konsumsi namun hanya untuk kepentingan tertentu seperti untuk kesehatan, dengan
catatan mengandung rempah-rempah dan bahan jamu.

Penggunaan minuman beralkohol tidak boleh digunakan di tempat-tempat
umum karena dapat membahayakan orang-orang disekitarnya sebab konsumsi
minuman beralkohol yang berlebihan dapat mengakibatkan aktivitas otak yang
berlebih dan menyebabkan hilangnya kesadaran. Maka dari itu penggunaan
minuman keras telah diatur di dalam Perda ini agar penggunaannya tidak di
sembarang tempat dan memudharatkan orang lain.

Di Indonesia sendiri penjualan minuman beralkohol ini dibatasi, yaitu hanya
kepada mereka yang telah berumur 21 tahun dan peredarannya pun cukup ketat
dengan diawasi oleh negara® Bagi kalangan ‘penjual minuman keras diatur dalam
peraturan menteri perdagangan 'Rl No.  06/M-DAG/PER/1/2015 tentang
pengendalian, dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan

minuman beralkohol® serta (KEPMENKES) keputusan menteri kesehatan RI no.

* Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika-Narkoba Tahun 2002 dengan K eputusan
Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman
Beralkohol. CV. Tamita Utama, 2002.

® Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian, dan pengawasan
terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.



282/MENKES/SK/11/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman acohol.®
Tingkat pengedaran, penjualan serta penggunaan minuman beralkohol di Kota
Tangerang ini masih cukup tinggi dan tidak membuat penjual, pengedar dan
penggunanya jera terhadap sanksi minuman keras ini. Hasil operasi cipta kondisi
yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota Tangerang tercatat sudah
mencapa 9.500 botol dengan berbaga merek pada akhir tahun 2017 yang didapat
dari penjualan illegal, dan berdasarkan data dari SATRESNARKOBA Kota
Tangerang bahwa mereka telah menangani 312 kasus, termasuk diantaranya kasus
miras. Hal ini menandakan proses peredaran minuman beralkohol masih banyak
terjadi di wilayah Kota Tangerang.

Penegakan sanksi oleh lembaga penegak hukum seperti satuan polisi pamong
praga yang selanjutnya disebut Satpol PP berada dibawah naungan walikota
diberikan kewenangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh penjual, pengedar
maupun pengonsumsinya. Kewenangan lembaga Penegak hukum ini sebenarnya
cukup penting untuk melakukan tindakan berupa sanksi administratif kepada para
pelanggarnya, Sebagaiman tercantum dalam Kaidah Figh Siyasah bahwasanya
kemadlaratan itu harus dimusnahkan. Dalam kaidah ini jelas bahwa segala
kemadlaratah harus dimusnahkan dengan tujuan agar kemadlaratan itu tidak
bertambah dan atau merugikan orang banyak, hal ini merupakan tanggung jawab

pemimpin, sesungguhnya pemerintah daerah itu memiliki hak untuk mengurus

® K eputusan Menteri K esehatan Republik Indonesia No. 282/MENK ES/SK/11/1998 tentang
Standarisasi Mutu Produksi Minuman Alcohol.



daerahnya sendiri dan menjamin perkembangan dan pembangunan daerah terutama
dalam sektor penegakan hukum dan bertanggung jawab atas kesejahteraan
daerahnya. ’

Mencermati latar belakang diatas yang didasari oleh fakta-fakta dan beberapa
fenomena yang ada di lapangan, penulis merasa tertarik dengan perda kota
Tangerang nomor 7 tahun 2005 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan
minuman beralkohol, sistem hukum yang konkret sangat diperlukan untuk
mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan bagi umat manusia. Oleh
karena itu banyak pertanyaan terkait paparan latar belakang diatas apa sgja yang
melatar belakangi perda tersebut sehingga perda itu dapat dibentuk. Dalam hal ini
penulis tertarik dan berinisiatuf untuk melakukan penulisan mengenai
PENGATURAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI
PERDA 7 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA TANGERANG.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penelitian ini
mengambil perumusan masalah sebagai berikut, yaitu diantaranya:
1. Bagaimana gambaran umum mengenai peredaran minuman beralkohol di kota

Tangerang?

" C.S.T Kansil, Kitab Undang-Undang Pemerintahan Daerah, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), hal.
9.



2. Bagamana pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam Perda No. 7
Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman
Beralkohol di Kota Tangerang ?

3. Bagamana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pengaturan pengedaran
minuman beralkohol di Kota Tangerang yang tertuang dalam Perda No. 7
Tahun 2005?

C. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan peredaran minuman
beralkohol dalam peraturan daerah Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap
pengaturan pengedaran minuman beralkohol di Kota Tangerang yang tertuang

dalam Perda No. 7 Tahun 2005.

D. Kegunaan Penélitian

Kegunaan penelitian merupakan pengjaman spesifikasi sumbangan penelitian
terhadap nila manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan
ilmu.® Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun
praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

8 Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian Untuk Public Relations , (Bandung: Simbiosa Rekatama
Media, Bandung, 2010), hal. 18.



a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan
ilmu Siyasah Dusturiyah dan Kemaguan Daerah/Kota terhadap pengaturan
pelarangan minum minuman beralkohol dalam tatanan lembaga Eksekutif di
masa yang akan datang dan mampu melengkapi hasil penelitian yang
dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama;

b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Siyasah atau Hukum Tata
Negara tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol
untuk kemajuan daerah, khususnya kepustakaan siyasah mengenai Siyasah
Dusturiyah.

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil pendlitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi
lembaga Eksekutif Kota Tangerang untuk penyelesaian segala bentuk
kebijakan/peraturan daerah.

b. Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi anggota lembaga Eksekutif dan seluruh kalangan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran
Al-Quran secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara
lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan

diungkapkan oleh Al-Quran, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan.



Dari ide dasar itulah, figh siyasah dikembangkan menjadi sebuah bidang
pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara). °

Oleh sebab itu, objek kajian dari figh siyasah meliputi aspek pengaturan
hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara
dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga
negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang
bersifat ekstern antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan
seperti itu, tampak bahwa kagjian siyasah memusatkan perhatian pada aspek
pengaturan.’®

Pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan untuk kemaslahatan
umat/rakyat dalam setiap wilayah di dalam Negara Indonesia. Karena pada dasarnya
setigp peraturan yang dikeluarkan oleh pemimpin/pemerintah adalah semata-mata
untuk kemaslahatan bagi negara, daerah, dan rakyatnya. Kemaslahatan yang
dimaksud dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya
pemerintahan, Negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat, dan
menunjukkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus dipatuhi
dan dijalankan. Meskipun peraturan yang dimaksudkan tidak didasarkan kepada
nash-nash yang ada dalam al-Quran maupun as-Sunnah, terutama karena kaitannya
dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni

melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan

° Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), him. 13.
0 A. Djazuli, Figh Siyasah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), him. 29.



rakyatnya, kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan
kewajiban yang dimaksudkan.™

Setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan negara, baik
eksekutif maupun legidatif dan yudikatif harus didasarkan pada tujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan
kemafsadatan dari mereka (igamah al-mashalih waizélah al-mafasid).

Berkenaan dengan pola hubungan antarmanusia yang menuntut pengaturan
siyasah, maka siyasah dibedakan atas:

Figh siyasah dusturiyah, yang mengatur hubungan antara warga negara
dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang
lain dalam batas-batas administratif suatu negara.

Figh siyasah dauliyah, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga
negara dari hegara yang satuu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara
lain

Figh siyasah maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan
pengaturan uang milik negara.

Permasalahan di dalam figh siyasah dusturiyah adalah pengembangan ilmu
menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara
(hukum tata negara). Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Secara

sederhananya figh siyasah dusturiyah ini mengkaji peraturan yang dibuat oleh

' Beni Ahmad Saebani, Op. cit., him. 27.
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seorang pemimpinn/pemerintah untuk rakyatnya yang semua itu tidak lain adalah
untuk terciptanya kemaslahatan umum.

Dengan demikian, bertitik tolak dari hal seperti itu, maka pengaturan
peredaran minuman beralkohol terkait peraturan daerah nomor 7 tahun 2005
tersebut di Kota Tangerang dan permasalahan di dalamnya perlu menaruh
penekanan terhadap aspek kemaslahatan umat/rakyat di samping untuk daerahnya
itu sendiri. Karena dalam pengaturan pengedaran minuman beralkohol di Kota
Tangerang terjadi ketidaksesuaian dengan hal yang terjadi di lapangan, seperti
masih banyaknya pengedar minuman beralkohol yang belum memiliki izin dan
meresahkan  masyarakat.  Akibatnya magasid syari’ah dalam  bentuk
kemaslahatannya kurang tercapai dengan optimal.

Padahal Allah SWT befirman dalam QS. an-Nisa: 135:
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ArtinyaWahai orang-orang yang beriman! jadilah kalian penegak keadilan,
menjadi saksi karena Allah, walaupun merugikan diri pribadi kalian sendiri atau
ibu-bapak dan sanak keluarga, baik kesaksian itu terhadap orang kaya atau orang
miskin, maka Allah lebih mengetahui keadaan keduanya. Dan janganlah kalian
mengikuti hawa nafsu sehingga kalian tidak berlaku adil. Apabila kalian memutar



balikkan kata-kata atau menghindarkan diri memberi kesaksian yang benar,
sesuangguhnya Allah selalu mengetahui apa-apa yang kalian lakukan.™

Ayat ini memerintahkan kepada kaum mu’min untuk tetap teguh patuh
menegakkan keadilan, bersungguh-sungguh bertindak seimbang sehingga tidak
menyimpang dari jalan yang benar. Usaha bertindak seimbang ini adalah semulia-

mulia kegiatan yang mengarah kepada kebahagiaan.

Kemudian hal ini diperkuat oleh ayat lain dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah

ayat 90:
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Artinya. Ha orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan.*®

Setelah penegasan mengenai dalil Al-Qur’an yang menegaskan pentingnya

untuk berlaku adil, yang berangkat dari keadilan itu sendiri bahwa elemen penegak
keadilan ini yaitu dapat di katakan sebagal tugas seorang pemimpin. Pembentukan
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah
harus menghasilkan keadilan dan kemaslahatan bagi rakyatnya. Maka dari itu ayat
diatas mengharamkan untuk bermabuk-mabukan atau mengonsumsi khamar karena
dampak minuman keras sangat banyak merujuk kepada kemadlaratan. Kemudian
dipertegas lagi dengan Hadist Nabi:

12 ghaleh, dkk, Ayat-Ayat Hukum, (Bandung: CV. Diponegoro, 1993), him. 137.
Al Quran dan Terjemah, Departemen Agama RI, (Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 123.
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Artinya: Dari Abdullah bin Amr r.a mereka berkata: Rasulullah SAW.
mengatakan: Khamr adalah induk dari segala kejahatan, barangsiapa meminumnya,
maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari, apabila ia mati sementara ada khamr

di dalam perutnya, makaiamati sebagaimana matinya orang Jahiliyyah.'*
Dari ketiga aturan hukum diatas, diperjelas kembali dengan kaidah figh

Siyasah tentang asal mula perintah untuk mewajibkan sesuatu, yaitu sebagai berikut:

Artinya: Asal dari perintah itu wajib.*®

Allacll bsie Fe O e ool
Artinya: Pengaturan rakyat tergantung pada kemashlahatan.®
Makna dari kaidah ini secara umum adalah bahwa keputusan ataupun
peraturan apa pun yang muncul dari pemimpin yang mengatur dan mengurus
urusan manusia, hendaknya dibangun untuk mewujudkan kemashlahatan bagi
mereka dan menolak kerusakan dari mereka.
Dilihat dari sgjarahnya khamr atau minuman keras dibolehkan namun karena
lebih banyak kepada keburukannya maka khamr ini diharamkan secara bertahap

atau melalui proses tadarryj (tadarruj fil-tasyri’). Hukum islam merupakan hukum

¥ Syaikh Mahmud al-Mashri, Perkawinan Idaman, (Jakarta: Qisti Press, 2010). him, 428.
S A. Basiq Djalil, 1lmu Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2010). him, 52.
M. Igbal, Figh Siyasah, (Jakarta: Kencana, 2014). him, 18.



yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah, dimana dalam cara penetapannya
menggunakan metode tadarruj. Tadarruj fil-Tasyri’ yaitu suatu metode untuk
menyelesaikan suatu permasalahan dalam kasus hukum tertentu yang ada pada
zaman Nabi.’

Atas dasar itulah penelitian mengenai Pengaturan Peredaran Minuman
Beralkohol Melalui Perda No. 7 Tahun 2005 tentang pelarangan pengedaran dan
penjualan minuman beralkohol di Kota Tangerang ini di lakukan, dalam membuat
suatu peraturan senantiasa didasarkan pada kemaslahatan agar terciptanya rasa
keadilan dalam wilayah tersebut. Prinsip keadilan ini pun tercantum dalam sila
kelima Pancasila luasnya lagi ada dalam ainea IV Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Inondesia Tahun 1945.

Disisi lain juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945,
yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”

Artinya, hukum yang berlaku di Indonesia dan umumnya berlaku di setiap
daerah harus bersifat maslahat dan menandakan pula bahwa negara Indonesia
merupakan negara yang cakap hukum bak dari segi pengamaan maupun
pengaturannya. Begitu pun dengan pengaturan peredaran dan penjualan minuman
beralkohol di Kota Tangerang .

Keberhasilan dalam pengaturan tersebut harus memperhatikan pada adat

kebiasaan masyarakat setempat, agar setiap peraturan perundang-undangan yang

7y udian Wahyudi, Ushul Fikih Versus Hermentika, (Y ogyakarta : Pesanteren NAWESEA Press,
2007), hal 98



dikeluarkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan adat yang berlaku. Sehingga
dari hal itu semua, harus terdapat kesesuaian antara berbagai macam aturan. Karena
titik keberhasilan terdapat pada proses pembentukannnya bukan hasil yang didapat.
Oleh karena penyelenggaraan perda miras ini termasuk ke dalam kepentingan dan
keamanan masyarakat identik dengan kesgahteraan, maka keamanan dan
kesgjahteraan merupakan cita-cita dari satu negara.

Maka dari itu, prinsip-prinsip siyasah yang dapat menunjang pada hal tersebut
adalah:

1. Prinsip Adl (Prinsip Keadilan)

2. Prinsip Musyawarah

3. Prinsip Amr Ma’ruf dan Nahi Munkar.

Keberhasilan dari teori diatas akan berdampak positif pada terciptanya
keamanan dan kesgahteraan di Kota Tangerang apabila pengaturannya
memperhatikan pada aspek keadilan dengan tidak melakukan tindakan yang tidak
semestinya dan merugikan terhadap masyarakat luas.

Bahkan keterlibatan aktif pihak pemerintah setempat diharapkan mampu
dalam terlaksananya peraturan daerah tersebut dengan baik, hal ini sebagai kontrol
sosial (social control) terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang peredaran
miras tersebut sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang menyeleweng dari aturan
normatif yang menjadi acuan para pihak selaku pelaksana. Dengan adanya
permasal ahan dalam peraturan daerah tersebut, perlu kiranya dikgji lebih mendalam

dalam teori figh siyasah dusturiyah. Karena figh siyasah dusturiyah digunakan



bukan hanya mengkaji bagaimana hubungan antara imam/pemerintah dengan rakyat
atau sebaliknya tetapi juga bagai mana pelaksanaan peraturan daerah tersebut diatur.

Sehingga apabila digambarkan lebih spesifik maka penelitian ini diadasarkan
pada kontruksi sebuah pengaturan yang meliputi sumber aturan, subjek pengaturan,
dasar hukum, faktor pembentuk dan peraturan yang dihasilkan.

Secara umum sumber aturan merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi
acuan ditemukannya aturan hukum atau memicu timbulnya suatu aturan hukum.
Menurut Jimly Asshiddigie sumber hukum lebih merujuk kepada pengertian tempat
dari mana asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal .*®

Dalam tata hukum di Indonesia sumber hukum terdiri dari dua macam yaitu
sumber hukum material dan sumber hukum formil. Adapun sumber hukum materil
merupakan suatu keyakinan atau perasaan hukum dari seseorang atau individu dan
juga pendapat masyarakat yang dapat menentukan isi hukum, sedangkan sumber
hukum formal yaitu penerapan atas sumber hukum material. Sumber hukum formal
antaralain Peraturan Pemerintah, Perpu dan lain sebagainya.

Aspek yuridis mengandung arti, suatu aturan atau hukum yang yang telah ada
dan diakui oleh pemerintah baik itu secara tertulis maupun secara lisan sehingga
aspek yuridis harus dipatuhi oleh masyarakat. Aspek yuridis secara tertulis
merupakan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang minuman

berakohol. Aspek yuridis secara tidak tertulis yaitu hukum adat. Hukum adat

18 Jimly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2011), hal. 121.



merupakan hukum yang berasal dari adat suatu kebiasaan masyarakat yang pada
umumnya dilakukan oleh masyarakat tertentu sehingga hukum ini diakui oleh
pemerintah.

Faktor eksterna merupakan faktor pembentuk sehingga suatu peraturan
daerah bisa terbentuk yang ditandai dengan gegala-gegjala konsis sosia di
masyarakat, seperti:

a. tindak kejahatan

b. premanisme

c. pergaulan bebas

d. kenakalan remga

e. beredarnyamiras oplosan
f. dil;

Bebebrapa gejala sosia diatas merupakan suatu faktor pembentuk perarturan-
peraturan daerah yang berlaku di Kotatangerang.

Subjek pengaturan merupakan suatu proses dimana sumber aturan ini akan
dibentuk, seperti halnya uji materi terkait dengan peraturan yang akan diundangkan,
pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh walikota
dan DPRD kota dan lain-lain sehingga peraturan yang akan dibentuk ini tidak
bertentangan dengan undang-undang dan atau peraturan yang lebih tinggi,

kemudian peraturan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Produk hukum daerah merupakan suatu aturan yang di hasilkan oleh DPRD

melalalui pemerintah daerah. Di indonesia Pemerintahan Daerah terbagi atas

pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota.

Siyasah Dusturiyah secara globa yaitu ilmu yang membahas hubungan

pemimpin dengan rakyatnya serta institusi yang ada di negara itu sesuai dengan

kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan kebutuhan rakyat itu sendiri. Fungsi

siyasah dusturiyah disini yaitu sebagai acuan untuk memahami proses legislasi,

konstitusi, pengaturan mengenai produk hukum dan perundang-undangan.

Agar lebih mudah dipahami oleh pembaca konstruksi pengaturan diatas akan

digambarkan dalam bentuk bagan berikut:

ASPEK YURIDIS

v

SUMBER SUBJEK B PRODUK
ATURAN PENGATURAN HUK UM
FAKTOR | o
EKSTERNAL
SIYASAH
DUSTURIYAH

Penelitian ini berangkat dari sumber aturan yang tertuang dalam Pasal 3

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.74 Tahun 2013 Tentang pengendalian

dan pengawasan minuman beralkohol( Perpres 74/2013), diatur bahwa minuman



beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan
dalam golongan A, B, dan C.

Selanjutnya minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku
usaha yang telah memiliki izin perdagangan minuman beralkohol sesuai
penggolongannya yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) perpres 74/2013 dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan (pasal 4
ayat(4) perpres 74/2013).

Aspek yuridis dalam penelitian peraturan daerah ini yaitu terdiri dari peraturan
menteri perdagangan No006. /M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas
peraturan menteri perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian
dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman

beralkohal.

F. Langkah-L angkah Penelitian
Adapun langkah-langkah penelitian ini yang di tempuh sebagai prosedur
penelitian, sehingga 'hasil yang dilakukan ' bisa sesual target yang dihadapkan.

Dengan demikian langkah-langkah tersebut adalah sebagal berikut:

1. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu
untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejaa-

ggjaalainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat



membantu di dalam memperawat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun
teori baru.'®

Penelitian deskriptif keberadaanya dimaksudkan untuk memberikan data yang
menggambarkan kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada
Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan atau
menggambarkan pengaturan Perda Kota Tangerang tentang Pelarangan Pengedaran
dan Penjuaan Minuman Beralkohol.

Faktor eksternal terdiri dari ggjala sosial yang selanjutnya akan menjadi faktor
pembetuk peraturan daerah sebagai daftar infentarisir masalah.

Sehingga terbentuklah produk hukum berupa peraturan daearah untuk
diterapkan ditengah masyarakat guna menciptakan kemaslahatan umat.

Kemudian produk hukum ini ditinjau oleh satu dari cabang ilmu fikih yang
didalamnya membahas produk hukum atau perundang undangan, ilmu ini dikenal

dengan siyasah dusturiyah.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah data
kualitatif. Jenis data kualitatif adalah jenis data yang tidak bisa diukur dengan angka
atau dengan jumlah, akan tetapi data ini hanya dapat dibentuk dengan kategori-

kategori serta data yang terkumpul merupakan jawaban atas pertanyaan yang

19 Sogjono Soekarto. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1984), hal .10.



digjukan. Oleh karena itu, data yang diperoleh dan digunakan harus relevan dengan
pertanyaan yang digjukan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam, yakni

sumber primer dan sumber sekunder:

a  Sumber Data Primer.

i.  Sumber data primer dalam penelitian ini ialah undang-undang dan
Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005.
ii.  Buku, skripsi, koran, mgalah, makalah, jurnal, dan artikel yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian.
iii.  Arsipdaninformas dari jurnal-jurnal Hukum.

b. Sumber Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-
hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.?

c. DataTersier
Data tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan ini dapat berupa kamus

ataupun ensiklopedia.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah :

2 |bid, hal 52



a. Teknik riset perpustakaan, yaitu cara memperol eh teori-teori yang relevan
dengan permasalahan yang ada.

b. Teknik observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan
mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan
pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur,
dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan
yang meliputi pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku,
obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam
mendukung penelitian yang sedang dilakukan.*

c. Teknik wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan
dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara (Interviewer) yang menggukan pertanyaan dan
terwawancara (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

itu.?

5. Andisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan
anaisis data normatif. Yang dimana analisis data normatif adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

Zhttp://rachmawatinadya.bl ogspot.com/2011/11/tekni k-pengumpul an-data-observasi.html. tanggal 9
Desember 2017. Diunggah padatanggal 20 Maret 2015, Pukul: 20.00 WIB

2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010. Hal
186



menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelgari dan
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dan prosesnya berjalan
sebagal berikut:
a. Mendefinisikan suatu kata agar dapat dipahami maknanya.
b. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode
agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
c. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mengsintesiskan,
membuat ikhtisar, dan membuat indeknya.
d. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna,
mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat

temuan-temuan umum.?>
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